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ABSTRAK 

 

Air bersih merupakan kebutuhan maysrakat dalam kehidupan sehari-hari, 
sehingga pemerintah memberikan pelayanan publik berupa perusahaan air minum 
(PAM/PDAM) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah 
tingkat II kabupaten/kota. PDAM Tirta Bumi Sentosa adalah perusahaan daerah 
Kabupaten Kebumen yang memberikan layanan jasa air bagi masyarakat 
Kebumen. Konsumen sering merasa haknya dilanggar oleh pelaku usaha, tidak 
terkecuali dalam pelayanan jasa air. Berbagai macam laporan aduan atau keluhan 
pelanggan seperti air keruh atau berbau, pipa dinas bocor, air tidak mengalir, pipa 
persil bocor, stop kran rusak, dan pindah rangkaian meter adalah laporan yang 
diadukan pelanggan atau konsumen pada tahun 2014. Dimana dalam hal ini 
pelanggan memiliki hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen. 

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 
(field research) dan menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif dalam artian, 
suatu masalah dipandang berdasarkan sisi hukum kemudian dikaitkan dengan 
norma yang berlaku. Metode yang digunakan penyusun ialah deskriptif analitik 
dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber 
pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka serta sumber-sumber lain 
yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian penyusun. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum 
terhadap pelanggan di PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen sudah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen tetapi dalam praktiknya belum berjalan optimal. PDAM Tirta Bumi 
Sentosa selalu berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pelanggan 
dengan cara melaksanakan kewajibannya dan memenuhi hak-hak dari pelanggan 
serta memberikan informasi yang jelas terhadap pelanggan guna menjaga 
kepercayaan dari pelanggan. Selain itu PDAM Tirta Bumi Sentosa telah 
memberikan pelayanan yang baik dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan 
aduan dan keluhan terhadap pelanggan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban 
yang dilakukan dalam menyelesaikan aduan dan keluhan pelanggan adalah 
dengan cara kekeluargaan untuk mencari solusi agar kepentingan kedua belah 
pihak terpenuhi. Selain itu, PDAM Tirta Bumi Sentosa selalu berusaha untuk 
menjaga kepecayaan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan berupaya 
untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi hak-hak pelanggan. 

 

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban, PDAM Tirta Bumi 
Sentosa, Air. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional dalam era globalisasi membutuhkan air sebagai 

komponen vital dalam pergerakan kehidupan, selain udara, tanah, dan cahaya. 

Makhluk hidup khususnya manusia tidak akan mampu bertahan tanpa air. 

Bagi manusia air adalah salah satu kebutuhan utama, sehingga dapat 

dibayangkan apabila manusia kehabisan air dari dalam kandungan bumi dan 

tidak ada kegiatan menyuplai air untuk kebutuhan sehari-hari, terutama air 

untuk kebutuhan air minum dan kegunaannya untuk menjaga keseimbangan 

fisiologis tubuh dan pada umumnya manusia menggunakan air untuk berbagai 

kebutuhan, seperti mandi, mencuci, kaskus, produksi papan, pangan, dan 

sandang. Sebagaimana bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia ayat (3) menyebutkan “bahwa bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  

Pemenuhan kebutuhan air bersih di Indonesia sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dikelola oleh 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan salah satu Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak bidang pelayanan publik, yaitu 

penyedia air bersih yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan air bersih 

bagi seluruh penduduk di masing-masing kabupaten atau kota. 
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Pemerintah sesuai dengan kewajibannya memang sudah menyediakan 

pelayanan publik kepada masyarakat, semua ini diberikan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dan untuk memastikan masyarakat dapat 

menggunakan fasilitas dari pelayanan publik tersebut dengan biaya murah, 

hanya saja kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memperoleh 

kepuasan dalam menggunakan pelayanan publik tersebut.1 

Seiring meningkatnya era globalisasi ekonomi pada saat sekarang ini, 

masyarakat atau konsumen sebagai pengguna barang atau jasa menjadi objek 

aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Tidak jarang 

pelaku usaha melakukan promosi, penjualan dan penerapan perjanjian standar 

yang merugikan konsumen. Rendahnya tingkat kesadaran dan pendidikan 

hukum menambah lemahnya posisi konsumen.2 

Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha jelas 

merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha 

berlindung dibalik Standard Contract atau perjanjian baku yang telah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), 

ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha 

kepada konsumen.3 

                                                            
1Indah Sukmaningsih, Dimensi Pelayanan Publik dalam Masalah Perlindungan 

Konsumen, (Jakarta:Lokakarya Hukum Perlindungan Konsumen bagi Dosen dan Praktisi Hukum, 
1997), hlm.1. 

 
2https://achmadsaerozi.wordpress.com/2011/01/02/perlindungan-konsumen-di-indonesia/ 

diakses Rabu 18 Maret 2015 pukul 19:07. 
 
3 Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, HukumTentan Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.1. 
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Sistem peradilan yang dinilai “rumit”, “cenderung bertele-tele” dan 

“relatif mahal” turut “mengaburkan” hak-hak konsumen dan kewajiban-

kewajiban pelaku usaha, sehingga adakalanya masyarakat sendiri tidak 

mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya dari atau terhadap pelaku usaha dengan siapa konsumen 

tersebut telah “berhubungan hukum”.4 

Penyelenggarakan perlindungan hukum bagi konsumen tidak dapat 

dilepaskan dari konteks pembangunan nasional. Dapat dikatakan adanya 

konsep keterpaduan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam 

penyelenggaraan hukum bagi konsumen. Bila dibandingkan dengan 

konsideran UUPK, latar belakang perlindungan hukum bagi konsumen ini 

dilandasi motif-motif yang dapat diabstaksikan untuk mewujudkan dekorasi 

ekonomi, mendorong diversifikasi produk dan/atau jasa sebagai sarana 

peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi, serta 

menjamin ketersediaannya, globalisasi ekonomi harus tetap menjamin 

peningkatan kesejahteraan masyarakat luas serta kepastian mutu, jumlah, 

keamanan barang dan atau jasa, peningkatan harkat dan martabat konsumen 

melalui hukum (UUPK) untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam satu perekonomian yang 

sehat.5 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen merupakan angin segar bagi konsumen di Indonesia 
                                                            

4Ibid., hlm.2. 
 
5 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010) hlm.v. 
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walaupun bukan suatu UU yang dianggap sanggup menerangkan segala 

keperluan dan kebutuhan konsumen akan suatu sistem keadilan yang fair bagi 

mereka. Namun setidaknya Undang-Undang ini akan mampu menjadi sumber 

atau acuan bagi peraturan perundang-undangan dengan lainnya yang ada. 

Akan tetapi, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan 

dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-

hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti 

dalam konsideran huruf d UUPK menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi 

dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung 

jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen dijelaskan tantang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha 

dalam Pasal 4 dan Pasal 7, yaitu: 

“Hak Konsumen, adalah:6 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 
                                                            

6 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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h. Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.” 

“Kewajiban pelaku usaha adalah:7 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 
jasa yang berlaku; 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen 
tidak sesuai dengan perjanjian.” 

 

Pada prinsipnya berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Konsumen, selayaknya membawa perubahan bagi 

masyarakat Indonesia pada umumnya, konsumen pada khususnya, apalagi 

dalam halnya air bersih yang memang teramat vital bagi kehidupan manusia 

sehingga PDAM yang orientasinya tidak sekedar bisnis, untuk itu PDAM 

harus menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO), melayani 

kebutuhan dasar masyarakat dalam hal ketersedian air bersih. Perusahaan 

tersebut tidak memproduksi barang sepenuhnya namun lebih ke 

servis/pelayanan/jasa, sehingga setiap orang yang menggunakan air PDAM 

adalah konsumen PDAM. 

                                                            
7 Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Masyarakat kebumen umumnya dan konsumen khususnya kurang 

paham dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

kebanyakan dari mereka takut dengan hukum dan tidak mau berhadapan 

dengan hukum. Adapun dari mereka hanya menginginkan masalah selesai 

tanpa mengeluarkan biaya. Jadi, setiap ada permasalahan dengan pelaku 

usaha hanya diam yang padahal itu merugikan konsumen itu sendiri.8  

Bagi masyarakat Kabupaten Kebumen kebutuhan akan air bersih 

menjadi masalah yang sangat penting dan wajib, tingkat kebutuhan 

masyarakat Kebumen terhadap air bersih sangat besar. Pasalnya, kondisi air 

galian tanah terlalu banyak mengandung zat besi dan kapur dan kurang baik 

untuk kesehatan.9 

Berdasarkan Perda Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen yang pada Pasal 4 dan 

Pasal 5 disebutkan sifat dan tujuan didirikannya PDAM, yaitu:10 

Pasal 4 

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat : 
a. Memberi jasa; 
b. Menyelenggarakan pelayanan umum; dan 
c. Menunjang pendapatan daerah. 
 
 

                                                            
8 Wawancara dengan Bapak Khotman Fauzi LPKNI Kebumen, Rabu, 11 Maret 2015, P 

ukul 11:00 WIB. 
        
9 http://kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/1101, diakses pada Senin, 20 

April 2015, Pukul 21 : 30. 
 
10 Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 PERDA Kab.Kebumen No. 13 Tahun 2010 tentang 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen. 
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Pasal 5 

Tujuan PDAM adalah : 
a. Memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat 

kesehatan bagi masyarakat di daerah; 
b. Memberikan kontribusi pada pendapatan daerah; 
c. Menunjang pembangunan daerah; dan 
d. Menunjang pembangunan nasional. 
 

 
Ada tengara bahwa harapan pelanggan belum tercapai. Hal ini ditandai 

oleh kasus-kasus pengaduan yang dikeluhkan dan dilaporkan secara langsung 

melalui telepon langsung, melalui SMS (short message service), dan datang 

langsung ke kantor, dengan menyampaikan tentang kebocoran, aliran yang 

tidak lancar, kondisi air, pipa bocor, persil rusak, dan air keruh. Dan rata-rata 

total pengaduan pelanggan/konsumen PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten 

Kebumen adalah 30 sampai 40 pengaduan setiap bulannya.11 Dan total jumlah 

laporan pengaduan pada tahun 2014 adalah sebanyak 414.12 Ditambah lagi 

adanya kemungkinan pelanggan yang pernah dikecewakan namun tidak 

melalui komplain. Padahal konsumen juga mempunyai hak untuk 

mendapatkan dan memperoleh ganti rugi barang dan/atau jasa yang tidak 

layak di konsumsi, di samping berkewajiban membayar biaya jasa tersebut13. 

Hal demikian dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) bahwa: 

                                                            
11 Wawancara dengan Bapak Roto bagian pengaduan PDAM Kab. Kebumen, Selasa 10 

Maret 2015, Pukul 09:00 WIB. 
 
12 Buku pengaduan dan laporan PDAM Kab.Kebumen tahun 2014. 
 
13 Wawancara dengan Bapak Khotman Faozi LPKNI Kebumen, Rabu, 11 Maret 2015,, 

Pukul 11:00 WIB. 
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“tiap perbuatan perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 
kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”14 

 

Konsumen lebih diperhatikan kepentingannya supaya tidak selalu di 

pihak yang dirugikan. Dengan ini harus ada pertanggungjawaban dari 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kabupaten 

Kebumen dalam menangani hal-hal yang merugikan pelanggan/konsumen. 

Di wilayah kerja PDAM Tirta Bumi Sentosa terdapat beberapa pelanggan 

yang melaporkan atau mengadukan yaitu Bapak Bagus Hidayatulloh 

mengeluhkan air tidak mengalir selama dua bulan, Bapak Warisin 

mengeluhkan air keruh, Ibu Sri Budiarti mengeluhkan pipa dinas bocor, lalu 

Bapak Sutejo mengeluhkan stop kran rusak, dan Bapak Toto mengeluhkan 

pipa bocor. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji 

dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “PRAKTIK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM 

PELAYANAN JASA DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 

(PDAM) KABUPATEN KEBUMEN : KAJIAN LAPORAN 

PENGADUAN TAHUN 2014 DALAM TINJAUAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN”. 

 

 
                                                            

14  Penjelasan umum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelayanan 

jasa di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen? 

2. Apakah bentuk perlindungan hukum Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Kebumen dalam menangani laporan pengaduan di 

tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik perlindungan hukum 

bagi konsumen dalam pelayanan jasa di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Kebumen. 

b. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana bentuk perlindungan 

hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen 

dalam menangani laporan pengaduan tahun 2014 susuai dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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2. Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dan wacana dalam 

pemikiran hukum positif yakni dibidang hukum perdata, khususnya 

perlindungan konsumen. 

b. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada fakultas 

syari’ah dan hukum umumnya dan prodi ilmu hukum pada khususnya, 

serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang praktik 

perlindungan hukum bagi konsumen dalam pelayanan jasa Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen. 

 

D. Telaah Pustaka   

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk 

mencari literatur yang berhubungan dengan penlitian yang akan dilakukan. 

Kajian pustaka adalah proses yang kita lalui untuk mendapatkan teori 

terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera 

dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk digunakan dalam 

keperluan penelitian.15 Dalam penelitian ini penulis menggunakan telaah 

pustaka sebagai berikut: 

Pertama penelitian yang dilakukan Budi Romadhona yang berjudul 

Perlindungan Hak-Hak konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
                                                            

15 Consuelo G Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31. 
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Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, Budi Romadhona 

memaparkan tentang perlindungan hak-hak konsumen menurut UU No 8 

Tahun 1999.16 Sedangkan perbedaannya dengan skripsi berjudul Praktik 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen : Kajian Laporan 

Pengaduan Tahun 2014 Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitiannya. 

Skripsi ini lebih memaparkan pada praktik perlindungan hukumnya dan 

bentuk petanggungjawaban PDAM dalam menangani laporan pengaduan 

konsumen. 

Kedua skripsi Irfian dari Universitas Indonesia, dengan judul 

Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen PDAM Di 

Jakarta Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Permasalahan Air PDAM Di 

Kelurahan Ancol Jakarta Utara,memaparkan tentang bagaimana UU No 8 

Tahun 1999 memayungi konsumen PDAM dalam memperoleh hak-haknya.17 

Sedangkan perbedaannya dengan skripsi berjudul Praktik Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen : Kajian Laporan Pengaduan Tahun 
                                                            

16 Budi Romadhona, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih 
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen”, Skripsi, UPN “Veteran” Jawa Timur, Fakultas Hukum, Surabaya: 2013. 

 
17 Irfian, “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen PDAM Di Jakarta 

Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi 
Kasus: Permasalahan Air PDAM Di Kelurahan Ancol Jakarta Utara, memaparkan tentang 
bagaimana UU No 8 Tahun 1999 melindungi hak-hak konsumen PDAM”, Skripsi, Universitas 
Indonesia, Fakultas Hukum, Depok: 2012. 
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2014 Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitiannya. Skripsi ini lebih 

memaparkan tentang praktik perlindungan hukumnya dan bentuk 

pertanggungjawaban PDAM terhadap laporan pengaduan konsumen. 

Ketiga Skripsi dari Vicky Taufik Nugraha dari Universitas Widyatama 

meneliti Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada 

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Bandung. Skripsi ini 

memaparkan tentang kepuasan pelanggan/konsumen PDAM terhadap 

pelayanan yang diberikan PDAM Kota Bandung.18  Sedangkan perbedaannya 

dengan skripsi berjudul Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam 

Pelayanan Jasa Di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kebumen : Kajian Laporan Pengaduan Tahun 2014 Dalam Tinjauan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada 

materi yang diteliti. Materi yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana 

praktik perlindungan hukum bagi konsumen PDAM dan bentuk pertanggung 

jawaban PDAM. 

Keempat skripsi dari Fahimatul Ilyah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa 

Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)19, skripsi ini 

                                                            
18 Vicky Taufik Nugraha,”Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Pada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Bandung”. Skripsi, Universitas Widyatama, 
Fakultas Bisnis dan Manajemen, Bandung : 2012. 

 
19 Fahimarul Ilyah, “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya 

(Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan 
Hukum, Yogyakarta : 2014. 
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memaparkan pelayanan bus Trans Jogja sudah memenuhi hak konsumen dan 

memberikan perlindungan hukum sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaan dengan skripsi 

Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen : Kajian 

Laporan Pengaduan Tahun 2014 Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada objek yang diteliti 

yaitu PDAM Kebumen.   

Kelima skripsi dari Dede Hermawan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang berjudul Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian 

SMS Berhadiah Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen20, dalam skripsi ini Dede 

Hermawan meneliti tentang perlindungan konsumen dalam undian berhadiah 

melalui sms ditinjau dari fatwa MUI dan UU No 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, sedangkan perbedaan dengan skripsi Praktik 

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Jasa Di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen : Kajian Laporan 

Pengaduan Tahun 2014 Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada objek yang diteliti yaitu 

PDAM Kebumen. 

 

                                                            
20 Dede Hermawan, “Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian SMS Berhadiah 

Studi Komparatif Fatwa MUI Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, Yogyakarta : 2009. 
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E. Kerangka Teoretik 

1. Perlindungan Hukum 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata 

lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 

membentengi.21 Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan yang 

dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan 

orang banyak orang.22  

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman 

terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia 

dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia 

bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, kedua sumber 

tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat 

dan martabat manusia.23 

2. Perlindungan Konsumen 

Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan 

kepada warga masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah 

akibat hubungan hukum yang tidak seimbang. Demikian halnya dengan 

                                                            
21 http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf, diakses 

pada Jumat 5 September, Pukul 16:00 WIB. 
 
22 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ctk. 

kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 363. 
 
23 http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-

dalam.html, diakses pada Rabu 9 September 2015, Pukul 11.30.  
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hukum perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari pelaku 

yang tidak jujur.24 

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 

UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan 

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin  adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”, 

diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang 

yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen.25 

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum 

konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat 

mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan 

konsumen. Sedangkan hukum konsumen itu sendiri diartikan sebagai 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 

dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan 

barang dan/atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.26 Oleh karena itu 

hukum perlindungan konsumen juga selalu berkaitan dengan bidang 

hukum lain, salah satunya adalah hukum bisnis, berkembang 3 (tiga) teori 

dasar, yaitu:27 

                                                            
24 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Dan Kekuatan 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, (Malang: UB press, tanpa tahun), hlm. 42. 
 
25 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Perlindungan Hukum Konsumen, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004),  hlm. 1. 
 
26 Nasution Az, Hukum Perlindungan Konsumen :Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit 

Media, 2006),  hlm. 69. 
 
27 Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 

20-21. 
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a. Teori Ethical Egoism 

Teori ini hanya melihat si pelaku sendiri: Dalam hal ini teori tersebut 

mengajarkan bahwa benar atau salah dari sesuatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang diukur dari apakah hal tersebut mempunyai 

dampak yang baik atau buruk terhadap orang tersebut itu sendiri. 

Bagaimana dampak dari perbuatan tersebut bagi orang lain yang tidak 

relevan, kecuali jika akibat terhadap orang lain tersebut akan mengubah 

dampak terhadap si pelaku tersebut. 

b. Teori Ethical Altruism 

Teori ini lebih menitikberatkan kepada kepentingan dari pihak lain 

dari pihak yang melakukan sesuatu perbuatan. Menurut teori ini, 

bagiamana dampak dari perbuatan tersebut bagi si pelakunya tidak 

relevan untuk dipertimbangkan, kecuali jika bagaimana dampak 

terhadap pihak lain tersebut mempunyai dampak yang dapat 

membalikkan dampak terhadap si pelaku tersebut. 

c. Teori Ethical Utilitarianism 

Teori ini lebih menitikberatkan kepada manfaat dari setiap tindakan 

terhadap seluruh atau sebagian besar orang. Menurut teori ini, benar 

atau salah sesuatu perbuatan diukur dari apakah perbuatan tersebut 

berdampak baik atau buruk kepada setiap orang baik terhadap orang 

lain maupun terhadap dirinya sendiri. 
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3. Konsumen  

Konsumen sebagai alih bahasa dari consumer, secara harifiah berarti 

seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang 

atau perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu, 

juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau sejumlah 

barang. Adapun yang membeli dalam arti lain, yaitu konsumen adalah 

setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa.28 

Peraturan perundang-undang di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai 

definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), UUPK menyatakan dalam 

Pasal 1 ayat (2) “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau 

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan”. 

 

4. Hak-Hak konsumen 

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :29 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

3. Hak untuk memilih (the right to choose); 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 
                                                            

28 Nasution Az, Hukum Perlindungan Konsumen :Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit 
Media, 2006),  hlm. 69. 

 
29 Shidarta,  Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, ctk. Kedua (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2004), hlm. 19. 
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Empat dasar hak ini diakui secara internasional. Dalam 

perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam 

The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan 

lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak 

mendapatkan ganti kerugian, hak mendapatkan lingkungan yang baik dan 

sehat. Sementara di Indonesia Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam 

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:30 

Pasal 4 

a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak untuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan; 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa  perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 
h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 

 

5. Pelaku Usaha 

Dalam UUPK dikenal juga istilah pelaku usaha yang masyarakat 

umum biasa menyebut dengan produsen. Kadang-kadang mereka 

mengartikan produsen sebagai pengusaha. Pengertian pelaku usaha dalam 
                                                            

30 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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Pasal 1 angka 3 UUPK, dirumuskan sebagai berikut, “Pelaku Usaha adalah 

setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum 

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui 

perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi”. 

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha yang termasuk dalam 

pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, importer, pedagang, 

distributor, BUMN, BUMD, dan lain-lain.31 PDAM sebagai salah satu 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disebut pelaku usaha sesuai 

pengertian pelaku usaha tersebut. 

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan 

dua sisinya yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Konsumen 

membutuhkan produk-produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku 

usaha, demikian pula pelaku usaha tanpa kehadiran konsumen maka segala 

usahanya akan sia-sia dan mubadzir karena tidak ada yang 

memanfaatkannya, oleh karena itu keseimbangan dan keharmonisan di 

antara keduanya adalah sesuatu yang harus tetap dipelihara dan dijaga 

serta merupakan suatu keharusan. 

 

 

 

                                                            
31 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan Dan Kekuatan 

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, (Malang: UB press, tanpa tahun),  hlm. 43. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), penelitian dilaksanakan di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen dengan sasaran data 

adalah dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data dari 

konsumen yang nantinya akan ditarik kesimpulan dan juga dari pihak 

PDAM yang menangani masalah ketidakpuasan dan/atau keluhan 

konsumen. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (library 

research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yakni dokumen yang 

berhubungan dengan perlindungan konsumen PDAM. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat analisis data, yakni dengan cara mengumpulkan 

dan menghimpun yang kemudian menganalisis data dan hasil akhir akan 

menjadi kesimpulan, yakni tentang perlindungan konsumen. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah 

pendekatan Yuridis – Normatif, yakni pendekatan dari sudut pandang 

ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

4. Bahan Penelitian 

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 
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a. Bahan Primer 

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini dari narasumber 

yang diambil dengan cara acak menggunakan angket yang berisi 

pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah skripsi, selain itu 

beberapa data diperoleh dari hasil wawancara langsung pada petugas 

PDAM dan bahan primer lainnya, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yakni UUD 1945, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b. Bahan Sekunder 

Bahan Sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum, hasil 

penelitian hukum, karya ilmiah hukum dan artikel ilmiah yang terkait 

dengan tema. 

c. Bahan Tersier 

Bahan tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedi hukum. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Observasi  

Observasi dilakukan dalam setiap awal pembuatan suatu karya 

ilmiah. Observasi dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang 

kemudian akan diisi oleh para konsumen PDAM Kabupaten Kebumen 

yang nantinya digunakan sebagai bahan penelitian. 
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b. Wawancara 

 Wawancara dilakukan guna memperoleh data-data primer yang 

berkaitan dengan penelitian ini, bertempat di Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen. Wawancara akan dilakukan 

dengan sasaran para narasumber yaitu pelanggan/konsumen PDAM, 

petugas PDAM yang terlibat dalam penanganan laporan pengaduan 

para konsumen, LSM Perlindungan Konsumen. 

c. Studi Pustaka 

 Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh sebagian data primer 

dan juga untuk melengkapi data-data lainnya yang sifatnya penting 

untuk kelanjutan penelitian ini. Selain itu juga, studi pustaka sebagai 

bahan unutk menganalisis hasil dari data primer yang diperoleh dengan 

teknik wawancara. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 bab 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab Pertama berisi Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua berisi, Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen 

terdiri dari: tinjauan tentang perlindungan hukum, perlindungan konsumen, 
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tinjauan tentang konsumen, tinjauan tentang pelaku usaha dan 

pertanggungjawaban pelaku usaha, serta air. 

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen, meliputi : sejarah PDAM, tugas dan 

fungsi PDAM, struktur organisasi, pelayanan, pendaftaran, laporan 

pengaduan, dan program PDAM. 

Bab keempat berisi tentang hasil penelitian yang akan membahas 

tentang Praktik Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kebumen dan Bentuk Perlindungan Hukum 

PDAM Kabupaten Kebumen terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan 

konsumen. 

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan 

daftar pustaka. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dimuka dan setelah 

diadakan penelitian serta pembahasan tentang Praktik Perlindungan Hukum 

Bagi Konsumen Dalam Palayanan Jasa Di Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Kebumen : Kajian Laporan Pengaduan Tahun 2014 

Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen,  maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam peraturan perundang-

undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang telah mengatur hak-hak dan kewajiban 

konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum konsumen dalam 

pelayanan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kebumen yang telah diatur dalam Undang Undang Perlindungan 

Konsumen tersebut dapat dikatakan belum optimal, karena dalam 

praktiknya tidak sedikit aduan dari konsumen pengguna pelayanan jasa 

PDAM seperti air keruh, air tidak lancar. Dimana penanganan 

perlindungan konsumen belum dilaksanakan secara terpadu dan peraturan-

peraturan yang selama ini sudah diterapkan untuk melindungi konsumen 

belum dapat dirasakan melindungi hak dan kewajiban konsumen, sehingga 
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perlindungan konsumen masih belum seperti yang diharapkan dan 

ketidaktahuan konsumen yang pada akhirnya menyebabkan posisi 

konsumen lemah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan PDAM 

terhadap pelanggannya adalah dengan menerima laporan/keluhan dan 

menindaklanjuti keluhan/laporan tersebut, mengingat bahwa PDAM 

adalah dalam bidang layanan jasa jadi perlindungan hukum untuk 

pelanggan adalah menerima laporan atau keluhan lalu menindaklajutinya. 

PDAM Tirta Bumi Sentosa sebagai pelaku usaha yeng memberikan jasa 

layanan air minum memang telah melakukan upaya yang tidak sedikit 

dalam menjamin  bahwa pelayanan yang mereka berikan memenuhi hak-

hak konsumen. Tetapi tidak sedikit pula hal-hal yang harus diperbaiki dan 

dibenahi. Misalnya mengenai aliran air ke rumah pelanggan yang masih 

menjadi yang paling sering dikeluhkan oleh konsumen. 

2. Dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pelayan 

jasa air bersih, PDAM berusaha untuk memenuhi hak-hak konsumen 

sebagai bentuk perlindungan hukum dengan selalu menanggapi keluhan-

keluhan pelanggan dengan mengecek dan melakukan perbaikan seperti 

mengganti pipa dinas, menambal pipa, pembersihan pipa, mengganti stop 

kran dan mengganti water meter. PDAM selalu bersifat terbuka dan siap 

menerima pengaduan pelanggan yang merasa dirugikan. Dalam 

melaksanakan tanggung jawab ini PDAM selalu berusaha untuk 

mengutamakan prinsip kekeluargan yang dilakukan dengan musyawarah 

untuk mencari jalan tengah yang dapat memuaskan pelanggan dalam 
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setiap pengaduan yang di laporkan pelanggan. Selain itu, cara 

penyelesaian yang dilakukan PDAM ini bertujuan agar kepentingan 

pelanggan sebagai konsumen ini dapat dipenuhi tanpa melanggar hak-hak 

konsumen. PDAM selalu berusaha memberikan terbaik kepada pelanggan 

akan tetapi juga tak luput dari hambatan, misalnya dalam melakukan 

pengecekan atau perbaikan terhadap pengaduan pelanggan, PDAM selalu 

berupaya cepat dan sigap dan segera melakukan pengecekan dan perbaikan 

akan tetapi laporan yang tidak lengkap yang menyulitkan petugas PDAM 

dalam melakukian perbaikan dan dalam melakukan pengecekan terhadap 

keluhan pelanggan dan rumah pelanggan kosong atau pemilik rumah tidak 

dirumah yang menyebabkan petugas terkesan lama dalam menanganinya. 

Selama ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis belum pernah 

ada permasalahan pelanggan dengan PDAM yang dibawa hingga meja 

pengadilan. Setiap permasalahan diselesaikan dengan jalur damai sehingga 

tidak ada jalur hukum yang pernah ditempuh pihak PDAM dan pelanggan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dan kesimpulan yang 

dirumuskan diatas, maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait 

sebagai berikut: 

1. PDAM 

Sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam pelayanan jasa, PDAM 

Tirta Bumi Sentosa harus memberikan pelayanan yang semaksimal 
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mungkin kepada pelanggan. PDAM hendaknya meningkatkan pelayanan 

dan kualitas serta kuantitas air bersih, melakukan pengecekan pipa-pipa 

sambungan ke rumah pelanggan secara teratur dan berkala dan melakukan 

penggantian pipa-pipa secara berkala juga tetap menjaga keselamatan dan 

kesehatan pelanggan pengguna air bersih. PDAM diharapkan dapat 

memberikan pelayananannya sebaik mungkin, dengan memberikan 

pelayanan yang sebaik mungkin akan meningkatkan redibilitas PDAM dan 

mendapat kepercayaan yang lebih baik dari pelanggan PDAM sehingga 

keluhan-keluhan yang disampaikan pelanggan dapat berkurang dan 

masyarakat semakin percaya akan pelayanan jasa air bersih yang diberikan 

oleh PDAM. Agar PDAM Tirta Bumi Sentosa untuk lebih dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai perusahaan daerah yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat, untuk itu dengan peraturan pelaksanaan 

yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan 

Konsumen dapat dijadikan acuan sebagai acuan yang tegas dalam PDAM 

Tirta Bumi Sentosa menjalankan fungsinya. Dan dalam menghadapi 

masalah pengaduan konsumen untuk lebih mengutamakan hak-hak 

pelanggan dan mengedepankan prinsip tanggung jawab, maka diperlukan 

strategi PDAM yang sudah ada untuk lebih ditingkatkan semisal 

mendekatkan dirinya dengan konsumen/pelanggan dan melakukan 

komunikasi dengan baik kepada pelanggan agar kepercayaan antara 

PDAM Tirta Bumi Sentosa dengan pelanggan terjaga dengan baik. 
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2. Konsumen atau Pelanggan 

Konsumen atau pelanggan diharapkan mengerti tentang Undang-

Undang Perlindungan Konsumen agar dengan mengerti Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen ini konsumen atau pelanggan mengerti bahwa 

hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai konsumen itu dilindungi 

oleh negara. Supaya apabila menyampaikan aspirasi atau complain tidak 

ragu dalam menyampaikannya untuk langsung kepada pihak yang 

bersangkutan dalam hal ini PDAM, dapat dengan melalui dating ke kantor 

PDAM atau melalui telpon sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetapi 

konsumen / pelanggan juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai 

konsumen dan selalu bersikap pro-aktif dengan pihak PDAM agar terjalin 

komunikasi dengan baik dan setiap permasalahan hak konsumen dapat 

diselesaikan dengan baik.   
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Kerja Unit Felaksana ?eknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman
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